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BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSISULAWESIUTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan Peraturan Bupati

Bolaang Mongondow limur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebh lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3569);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan ternbaran Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara ( Lembaran Negara RepubilikIndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355);

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara (Lembaga
Nega~ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republlk
IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikiIndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow limur (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RepublikiIndonesia Nomor4875);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4938);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara RepublikiIndonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5587) Tentang Pemerintahan oaerah sebagalmana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
(Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Rl Nornor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler Keuangan dan Keuangan Pimplnan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Namer 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republlk Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 13 Tahun 2006 t:entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menter! Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2016 t:entang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2016.




Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas:
4. Pendapatan
d. Pendapatan Asli Daerah
e. Dana Perimbangan
f. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan
5. Belanja:
c. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Sunga
3). Belanja Subsidi
4). Belanja Hibah
5). Belanja Bantuan Sosial
6). Belanja Bagi Hasil
7). Belanja Bantuan Keuangan

8). Belanja Tidak Terduga

Rp. 20.255.173.247.40
Rp. 501.433.722.558.00
Rp. 65.616.464.611.00

Rp.587.305.360.416.40

Rp. 165.536.210.478.00

Rp.

Rp.

Rp.  2.338.200.000.00
Rp. 350.000.000.00

Rp. 339.536.940.00
Rp. 75.607.444.415.00

Rp. 0




d. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai
2). Belanja Barang dan Jasa
3). Belanja Modal
Jurnlah Belanja
Surplus/Defisit
6. Pembiayaan
c. Penerirnaan
d. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih PembiayaanAnggaran Tahun Berkenan

Pasal2

Rp.244,171.391.833.00

Rp. 0

Rp. 135.048.937.174,00

Rp. 207.119.121.386.00

Rp.342.168.058.560.00

Rp. 965.910.023.00

Rp. 14.148.404.150.00
Rp. 3.717.500.590.0!!
Rp.  10.430.903 .560.00

Rp.  11.396.813.583.00

Ringkasanlaporan realisasi anggaran sebagairnanadirnaksud dalarn pasal 1 tercantumdalarn Larnpiran|

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandart Peraturan Bupati Inl,
Pasal 3
Ringkasan Laporan Realrsasf Anggaran sebagairnanadimaksud dalarn pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalarn
penjabaran laporan realisasianggaran.

Pasal4

Penjabaran Laporan Realfsasi Anggaran sebagairnanadimaksud dalarn pasal 3 tercanturn dalarn lampiran |

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini.
~ 7~ P~ Para™J9"1f?~"IPfl)  7.4.2016




Pasal S

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya pada Serita Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 25 Juli 2017

UPATIBOLAANGVIONGONDOWIMUR f

~

SEH~JAR,SH




Diundangkan di : Tutuyan
Pada tanggal  : 25 Juli 2017

MUR

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
NIP. 19590813 198503 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017

Salinan sesual dengan aslint
KEPALA BAGIAN HUKUM

25\

SAHIFUDIN UMAR,SH
NIP. 196406301993031009

No Pengelola Paraf
1 Bupati Bolaang Mongondow Timur Mohan untuk di tanda tangani
2 Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur
3 Asisten Bidang Administrasi Umum V4
4 Kepala Badan Keuangan -
(.

5 Kabag Hukum Setda Kab

| - N
0 Sekretaris Badan Keuangan [ ’ '
/ Kepala Bidang Akuntansi 7 =
- n
3 Kasubag Perundang-undangan V

Kepala Seksl FPelaporan Keuangan Femda




